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1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan Sebagai Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu
dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Hulu
Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Wewenang Koordinasi Bidang Urusan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai
Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Wewenang Koordinasi Bidang Urusan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI HULU SUNGAITENGAH NOMOR

3 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHANWEWENANGKOORDINASI
BIDANG URUSAN DI LINGKUNGANPEMERINTAH

KABUPATENHULU SUNGAITENGAH
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI HULU SUNGAITENGAH,

PERATURANBUPATI HULU SUNGAITENGAH

NOMOR :3 TAHUN 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
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2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5494) ;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5679) ;

4. Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nornor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor337~;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor970);
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1.Lampiran I tentang Koordinasi Asisten Berdasarkan Bidang Urusari
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I peraturan Bupati ini ;

2. Lampiran II tentang Koordinasi Asisten dengan Instansi Vertikal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Bupati ini.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU
SUNGAITENGAHNOMOR3 TAHUN2017 TENTANG
PELIMPAHANWEWENANG KOORDINASI SIOANG
URUSAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENHULUSUNGAITENGAH.

Pasal I

Mengubah Larnpiran I tentang Koordinasi Asisten Berdasarkan
Bidang Urusan dan Larnpiran II tentang Koordinasi Asisten dcngan lnstansi
Vertikal pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pelimpahan Wewenang Koordinasi Bidang Urusan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Huiu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 3) schingga Lampiran I dan
Lampiran II sebagai berikut :

Menetapkan

MEMUTUSKAN

8. Peraturan Daerah Kabupatcn Hulu Sungai Tcngah
Nomor 11 Tahun 2016 tcntang Pcmbcntukan dan
Susunnn Pcrangkat Dacrah scbagairnana telah
diubah dcngan Pcraturan Dacrah Kabupatcn Hulu
Sungai Tcngah Nomor 9 Tahun 2017 tcntang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Kabupatcn Hulu Sungai Tcngah
Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Perangkat Daerah scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah
Nornor 59 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kctiga
Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah.

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3
Tahun 20H tentang Pelimpahan Wewenang
Koordinasi Bidang Urusan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita
Daerah Kabupaten Huiu Sungai Tengah Tahun 2017
Nomor 3)
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BERITA DAERAH KABUPATENHULU SUNGAITENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 03

L
c::::: ~

AKHMADTAMZIL

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Diundangkan di Baraoai
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI HULU SUNGAITENGAH,

Barabai
9 Januari 2020

Ditetapkan di :
pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II
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BUPATIHULU SUNGAITENGAH,

Koordinator Instansi Ket

Kantor Pertanahan Nasional
Rumah Tahanan Negara

Asisten Pemerintahan Pengadilan Negeri

dan Kesejahteraan K<?iaksaan N~eri
Rakyat Kepolisian Resort

Badan Penyelenggaraan Jaminan SosiaI (BPJS)
Pengadilan Agama

Kantor Kementerian Agama
Badan Pusat StatistikAsisten Perekonomian &
Perusahaan Daerab Air Minum (PDAM)Pembangunan
Kantor Sub Dolog
KPPN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama
PT Pos Indonesia

Asisten Administrasi Kantor Pegadaian
Umum Bank KaIsel

Bank BNI
Bank BRI
Bank Mandiri

LAMPlRAN II PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL: 9 JANUARl 2020
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